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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR  25  TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  

PAJAK RESTORAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam 

rangka efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, maka 

dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan 

Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Pajak Restoran; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir 

Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Pajak Restoran; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2589); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011   tentang     Pembentukan      Peraturan    Perundang- 
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undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5364); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 6757); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara  Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5950); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1852); 
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11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020 

tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah   

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020       

Nomor 1781); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 68); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76),  

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 
 

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat 

Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348); 
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16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 341), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2021 Nomor 351); 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK 

RESTORAN. 

      Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat 

Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak 

Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 

Nomor 25) diubah sebagai berikut: 

1. Bab VII diubah, sehingga Bab VII berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN 

2. Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Bagian Kesatu 

Cara Pembayaran dan Penyetoran 

 

Pasal 23A 

(1) Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dibayar 

sendiri oIeh wajib pajak (self assesment). 

(2) Pembayaran pajak terutang oIeh wajib pajak atau 

kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas 

Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 

berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD 

atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

(3) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman 

yang bersumber pada APBD pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah melalui belanja langsung, baik 

untuk pengajuan GU maupun LS yang mengunakan 
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pembelian langsung ke restoran, rumah makan, jasa 

boga dan catering dikenakan pajak restoran. 

(4) Mekanisme pembayaran pajak pada ayat (3) :  

a. untuk pengajuan GU yang dibelanjakan langsung 

dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara 

Pengeluaran SKPD dengan melakukan 

pemotongan secara langsung dari setiap kegiatan 

makan minum dan disetorkan ke rekening Kas 

Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;  

b. bukti setoran bank asli diserahkan kepada 

Bendahara penerima Badan pengelola Pendapatan 

Daerah untuk mendapatkan surat ketetapan 

pajak (SKP) sebagai bukti Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) di lampirkan pada SPJ GU berikutnya; dan 

c. untuk pengajuan LS yang dibelanjakan langsung 

dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara 

SKPD. Pada saat mengajukan SPP dan SPM 

melampirkan bill resmi dan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). 

(5) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau 

kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD 

dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) 

hari setelah diterima. 

(6) Pajak yang terutang dibayar di Bank Lampung 

cabang Krui, cabang pembantu dan kantor kas di 

wilayah Kabupaten Pesisir Barat untuk disetorkan ke 

Rekening Kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat atau 

melalui bendahara penerimaan Badan Pendapatan 

Daerah. 

(7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari 

libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 

satu hari kerja berikutnya. 

(8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

        Ditetapkan di krui 

        pada tanggal  15 Mei 2023 

 

        BUPATI PESISIR BARAT, 

                 ttd  

                AGUS ISTIQLAL 

 

Diundangkan di krui 

pada tanggal   15 Mei 2023 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN PESISIR BARAT, 

               ttd 
 
       JON EDWARD 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 449 

 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

CHRISTIAN, S.H.,M.H. 

NIP. 19860425 200912 1 001 
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